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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini 

menjadi tantangan terbesar di berbagai negara di dunia termasuk untuk negara 

Indonesia sendiri. Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk yang mencapai 

273,87 juta penduduk dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 26,5 juta 

penduduk miskin atau 9,7 persen penduduk Indonesia yang tercatat sebagai 

penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2021). Tingginya jumlah penduduk yang 

dan penduduk miskin yang ada di Indonesia menjadikan salah satu faktor bagi 

pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk menekan jumlah penduduk 

miskin yang saat ini.  Kementerian Sosial mendefinisikan kemiskinan merupakan 

keadaan sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak 

terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau 

sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa 

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Seseorang dapat 

digolongkan sebagai penduduk miskin disebabkan oleh beberapa faktor, 

(Hartomo & Aziz, 1997) menjelaskan penyebab dari kemiskinan yaitu taraf 

pendidikan yang rendah, sikap malas, keterbatasan sumber alam, lapangan kerja 

yang terbatas, kesulitan modal, dan beban dari keluarga. (Kuncoro & Hardani, 

2003) menjelaskan kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan distribusi 

pendapatan yang disebabkan oleh perbedaan pola pikir terhadap kepemilikan 

sumber daya, kualitas SDM yang rendah, serta ketimpangan dalam akses berbagai 

bidang dan modal.  

 Palembang merupakan kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera, 

dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,686 juta penduduk tercatat ada 11,34 % 



2 
 

Universitas Sriwijaya 
 

persen penduduk miskinnya. Seorang dapat dikategorikan miskin apabila berada 

diambang atau di bawah garis kemiskinan, di tingkat nasional garis kemiskinan 

sebesar Rp 486.168 per kapita per bulan. Untuk di tingkat provinsi Sumatera 

Selatan sebesar Rp 457,455.00 per bulan, sedangkan untuk di Palembang sebesar 

Rp 567,518.00 per bulan. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan 

perbandingan persentase penduduk miskin di Indonesia, Sumatera Selatan dan 

Palembang yang dapat dilihat dari grafik ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari data BPS 

 

 Grafik di atas merupakan perbandingan dari persentase penduduk miskin di 

Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang yang dibandingkan dengan jumlah 

penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Berikut merupakan tabel yang 
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menunjukkan jumlah dari persentase penduduk miskin yang ada di Indonesia, 

Sumatera Selatan, dan Palembang terhadap jumlah penduduknya.  

 

Tabel 1. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia, Sumatera Selatan, 

dan Palembang 

No Tahun Indonesia (Juta) Sumatera Selatan 

(Juta) 

Palembang  

(Ribu Jiwa)  

1 2012 28,71 1,042 206,49 

2 2013 28,6 1,108 205,99 

3 2014 27,73 1,085 202,31 

4 2015 28,51 1,112 203,12 

5 2016 27,76 1,096 191,95 

6 2017 26,58 1,086 184,41 

7 2018 25,67 1,076 179,32 

8 2019 24,78 1,067 180,67 

9 2020 27,55 1,119 182,61 

10 2021 26,50 1,116 194,12 

11 2022 26,16 1,044 181,65 

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

 Tabel di atas menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin sejak 

tahun 2011 sampai 2022 yang ada di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan dan 

Kota Palembang yang menunjukkan jumlah miskin yang tergolong cukup tinggi. 

Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa diperlukannya sebuah kebijakan yang 

saling melengkapi dan mampu mendukung satu sama lain, sehingga kemiskinan 

dapat berkurang dan kesejahteraan dapat dirasakan para seluruh masyarakat. 

(Todaro, 2003) menjelaskan dalam mengatasi masalah kemiskinan perlu 

dirancang kebijakan yang mampu menghapuskan distorsi harga faktor, kebijakan 

yang mampu memperbaiki struktural, kebijakan yang mampu memperbaiki 

distribusi pendapatan antara golongan, dan kebijakan yang dibuat untuk 

meningkatkan kualitas teknologi yang dapat mengembangan berbagai sektor. 

 PKH diimplementasikan untuk mendukung kebijakan pada bidang 

perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tujuan 

dilaksanakan program ini guna melindungi penduduk yang tergolong miskin 

sehingga mereka dapat menikmati kelayakan dalam hidup mereka. Program ini 

diharapkan dalam jangka pendek dapat mengurangi beban RTSM dan untuk 

jangka panjang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan yang ada 
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antar generasi sehingga generasi berikutnya tidak mengalami kemiskinan. PKH 

merupakan salah satu bagian dari instrumen penanggulangan kemiskinan yang 

dibagi berdasarkan klaster yaitu: Klaster I (Program bantuan sosial terpadu 

berbasis keluarga), Klaster II (Program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat), dan Klaster III (Penanggulangan Kemiskinan 

Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil). PKH merupakan 

bagian dari Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (Klaster I) yang 

merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan untuk 

memberikan akses pada keluarga miskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan pendidikan yang tersedia di sekitar 

mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang 

disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya 

sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Pada Permensos No. 

1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa PKH 

merupakan program yang dilaksanakan dengan pemberian bantuan sosial 

bersyarat kepada penduduk miskin yang terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan 

Sosial yang. Kehadiran PKH diharapkan dapat mengatasi angka kemiskinan yang 

tinggi dan memutus rantai kemiskinan dalam keluarga; meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat miskin; dan meningkatkan kesejahteraan kelompok paling 

miskin. PKH merupakan wujud pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2011 tentang 

Fakir Miskin, dimana penduduk miskin di Indonesia memiliki hak untuk 

memperolah kebutuhan pokok; memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, 

dan sosial; memperoleh kehidupan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat; 

mampu meningkatkan kesejahteraan; serta memiliki kesempatan kerja dan usaha. 

 Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani dengan 

usaha yang maksimal agar masyarakat Indonesia dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya di 

masyarakat. Melihat keadaan dari sebagian penduduk Indonesia yang belum 

memiliki kehidupan yang layak serta ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhannya, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah untuk memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 
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pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan 

kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga 

negara yang miskin dan tidak mampu. 

 Peningkatan jumlah penduduk miskin di Palembang yang telah terjadi 

dimulai pada 2018 sampai 2021 ini menunjukkan bahwa perlu usaha lebih bagi 

pemerintah untuk menekan angka tersebut. Kota Palembang merupakan sebuah 

kota yang memiliki penduduk yang banyak dengan jumlah 1,686 juta penduduk 

dan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kota/kabupaten se-

Sumatera Selatan. Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan jumlah 

penduduk miskin di Kota Palembang dibandingkan dengan kota/kabupaten di 

Sumatera Selatan. 

 

Tabel 1. 2 Perbandingan Penduduk Miskin Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan 

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

 Pada dua tahun terakhir periode tahun 2020–2021 Kota Palembang 

memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Selatan dengan 

jumlahnya yang mengalami peningkatan juga, maka melalui PKH yang 

Kota/Kabupaten Persentase (%) Jumlah (Ribu Orang) 

2020 2021  2020 2021  

Ogan Komering Ulu 12,75 12,62 47,30 47,50 

Ogan Komering Ilir 14,73 14,68 123,34 124,78 

Muara Enim 12,32 12,32 79,27 80,40 

Lahat 15,95 16,46 65,75 68,40 

Musi Rawas 13,50 13,89 54,95 57,46 

Musi Banyuasin 16,13 15,84 105,38 105,23 

Banyu Asin 11,17 10,75 96,27 94,08 

Ogan Komering Ulu 

Selatan 

10,85 11,12 39,50 41,23 

Ogan Komering Ulu Timur 10,43 10,60 71,10 72,89 

Ogan Ilir 13,36 13,82 123,34 124,78 

Empat Lawang 12,63 13,35 31,89 34,11 

Penukal Abab Lematang Ilir 12,62 12,91 24,17 25,10 

Musi Rawas Utara 19,47 20,11 37,75 39,50 

Kota Palembang 10,89 11,34 182,61 194,12 

Kota Prabumulih 11,59 12,20 21,83 23,60 

Kota Pagar Alam 9,07 9,40 12,71 13,27 

Kota Lubuklinggau 12,71 13,23 29,80 31,61 
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merupakan salah salah satu dari berbagai program yang memiliki tujuan untuk 

mengatasi permasalahan kemiskinan serta beberapa program yang mendukung 

dalam mengatasi kemiskinan seperti Program Indonesia Pintar (PIP); Program 

Indonesia Sehat (PIS); Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan; 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Dana Desa; serta Reforma Agraria dan 

Perhutanan Sosial. Pelaksanaan berbagai program tersebut diharapkan dapat 

dilakukan secara baik sehingga output dari program tersebut mampu 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan dapat menekan jumlah 

penduduk miskin di Kota Palembang. Kehadiran PKH merupakan salah usaha 

yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang dengan tujuan peningkatan 

kesejahteraan masyarakatnya dan ada penurunan jumlah penduduk miskin di Kota 

Palembang.  

 Melihat fenomena mengenai kemiskinan yang terjadi di Kota besar seperti 

di Palembang, perlu dilihat kembali sejauh mana sebuah kebijakan mampu 

mengatasi sebuah permasalahan. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu 

program yang hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menekan 

angka kemiskinan, dan membantu penduduk miskin agar dapat kelayakan hidup 

mereka. Implementasikan PKH di Kota Palembang diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan tingkat angka kemiskinan yang tinggi; meningkatkan taraf hidup dari 

penerima manfaat; mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan; 

merubah perilaku dan kemandirian; dan dalam jangka panjang dapat memutus 

rantai kemiskinan pada keluarga miskin. Namun pada kenyataannya permasalahan 

yang ditemukan dilapangan terkait pelaksanaan PKH di Kota Palembang masih 

cukup serius seperti angka kemiskinan di Kota Palembang yang naik sejak tahun 

2018 hingga 2021, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai, dan tingkat kepatuhan 

KPM yang masih rendah pada pelaksanaan PKH di Kota Palembang. Beberapa 

permasalahan tersebut yang mendasari dilakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Palembang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan di 

Kota Palembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan yang 

dilaksanakan di Kota Palembang. 

2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari 

implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Palembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan penulisan pada penelitian ini dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

   Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berkontribusi dalam 

perkembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam 

pengembangan konsep dari implementasi kebijakan publik yang dilihat dari 

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang,  

2. Manfaat Praktis 

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

pihak yang terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan di Kota 

Palembang (PKH) dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palembang, Pemerintah 

Kota Palembang, serta berbagai pihak yang ikut terlibat dalam implementasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) ini.
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